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ABSTRAK  

Pengaturan tentang pemerintahan daerah disebutkan dalam pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 : 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu 

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Melalui Pemerintah (PP) Nomor 

129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Penggabungan Daerah adalah sesuai 

dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, 

Sosial Budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang 

memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah. Tujuan pembentukan Kota Persiapan 

Pantai Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara belum terwujud dan masih dalam prosese 

perumusan. Perumusan pemekaran Kota Persiapan Pantai Labu telah dilakukan langkah 

langkah sesuai dengan prosedure pemekaran ssuai ketentuan yang berlaku tentang pemekaran 

dartah / wilayah. Pemekaran Kota Persiapan Panton Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh 

Utara telah layak untuk di teruskan dalam mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat 

baik dilihat dari Aspek Administrasi, Fisik dan Teknis Kewilayahan. Pihak Pemerintah dapat 

segera mengevaluasi persyaratan yang telah di persiapkan oleh Panitia Pemekaran agar jika 

terdapat ketentuan yang belum terpenuhi dapat segera di lengkapi untuk terwujudnya Kota 

Persiapan Panton Labu sesuai dengan harapan masyarakat setempat.  

Kata Kunci : Perumusan, Pemekaran, Kota Persiapan  

 

PENDAHULUAN 

Pengaturan tentang pemerintahan 

daerah disebutkan dalam pasal 18 B ayat 

(1) UUD 1945 : Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah 

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten dan kota itu 

mempunyai pemerintahan daerah yang 

diatur dengan undang-undang. Selanjutnya 

pada ayat (2) pasal yang sama tercantum 

kalimat sebagai berikut : Negara mengakui 

dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diatur dalam undang-

undang. Kemudian dalam pasal 18 ayat (4) 

UUD 1945 : Gubernur adalah Kepala 

Pemerintahan Daerah Provinsi. 

Reformasi sistem pemerintahan di 

Indonesia secara dramatis dimulai sejak 

Tahun 1998, yang diantaranya ditandai 

dengan perubahan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan dari sentralisasi menjadi 

desentralisasi. Saat itu desentralisasi 

diyakini dapat mewujudkan keadilan di 

bidang politik (political equity), sehingga 

diharapkan dapat memberikan kesempatan 

yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

politik di tingkat lokal. Selain itu 

desentralisasi juga diyakini dapat 
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mewujudkan tanggung jawab pemerintah 

daerah (local accountability) dan 

demokratisasi yang didasari pertimbangan 

bahwa pemerintah daerah lebih tahu 

persoalan masyarakatnya. 

Sejalan dengan komitmen dalam 

memperkuat sendi-sendi demokrasi dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang 

memegang teguh prinsip-prinsip good 

governance, maka Kemitraan untuk 

Pembaharuan Tata Pemerintahan atau 

Partnership for Governance Reform, telah 

mendukung dan bersama-sama 

Kementerian Dalam Negeri menyiapkan 

sebuah grand strategy (pada awalnya) dan 

kemudian menjadi grand design dan 

diadopsi dengan nama Desain Besar 

Penataan Daerah (Desartada) di Indonesia 

sampai Tahun 2025. Desartada ini 

diharapkan mampu mengendalikan dan 

mengarahkan pembentukan, 

penggabungan, dan penyesuaian daerah 

otonom sesuai dengan tujuan yang 

sesungguhnya.  

Desartada yang telah selesai 

disusun, kemudian dibahas bersama 

dengan DPR RI, dan selanjutnya 

diakomodasikan dalam Revisi Rancangan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, memberikan 

perspektif yang lebih luas dan mengubah 

cara pandang dari paradigma pembentukan 

daerah ke paradigma penataan daerah, 

dengan tujuan untuk (1) peningkatan 

pelayanan publik, (2) percepatan 

demokratisasi, (3) percepatan 

pembangunan perekonomian daerah, (4) 

pengembangan potensi daerah, (5) 

peningkatan keamanan dan ketertiban, 

serta (6) memperpendek rentang kendali 

penyelenggaraan pemerintahan. Penataan 

daerah yang ideal mencakup kebijakan 

pembentukan, penggabungan, dan 

penyesuaian daerah otonom serta evaluasi 

kemampuan dan pembinaan daerah 

otonom. Kebijakan ini harus dipelihara 

keberlanjutannya sehingga arti penataan 

daerah menjadi lengkap. Serangkaian 

tujuan dan harapan itulah yang selanjutnya 

mendasari perlunya penyusunan desain 

besar penataan daerah di Indonesia. 

Fenomena lapangan yang 

menunjukkan bahwa pemekaran wilayah 

pada otonomi daerah tentunya mempunyai 

daya tarik tersendiri, sehingga tidak heran 

jika terus menjadi perbincangan di 

berbagai kalangan baik birokrasi, 

organisasi masyarakatm tokoh tokoh 

masyarakat, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), akademisi, 

pemerhati/pengamat pembangunan, 

pers/media massa dan juga dari kalangan 

Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. 

Kuatnya wacana pemekaran 

tersebut semakin banyak diperbincangkan 

oleh berbagai kelompok di tengah 

masyarakat, para tokoh, lembaga swadaya 

masyarakat (LSM), antar elit politik, 

bahkan pembuat kebijakan sekalipun. 

Belum lagi tanggapan masyarakat beragam 

yang sedikit banyak meramaikan 

kontroversi tersebut. Banyak yang 

mempertanyakan urgensi gagasan/manuver 

tentang pembentukan Calon Daerah 

Otonomi Baru (CDOB) tersebut dengan 

berbagai alasan mendasar seperti alasan 

geografis, politis, sosiologis, religius 

bahkan historis. 

Menyikapi hal tersebut 

Kementerian Dalam Negeri dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional 

menilai bahwa telah muncul permasalahan 

baru dari hasil evaluasi terhadap Daerah 

Otonom Baru yang diakibatkan oleh akibat 

kebijakan yang sifatnya bottom up yaitu 

lebih melihat sisi politis dengan kurang 

memperhatikan sisi teknis prosedural 

pembentukan/pemekaran daerah. 

Akibatnya banyak daerah baru yang mekar 

belum memiliki kapasitas minimum untuk 

melakukan tugas distribusi pelayanan 

publik terhadap masyarakat. Atas hal 

tersebut di atas, penataan  pemekaran 

daerah dan pembentukan daerah baru 

menjadi satu hal yang krusial yang perlu 

mendapatkan perhatian dari berbagai 

pihak.  

Demikian juga bila dikaji kembali 

perubahan-perubahan yang terjadi selama 
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Republik ini berdiri upaya meningkatkan 

peran daerah dalam mengurus wilayahnya 

menjadi prioritas setiap rejim 

pemerintahan. Namun dalam kenyataannya 

terlihat bahwa perubahan kebijakan 

pengelolaan pemerintahan daerah tidak 

berjalan secara konsisten.  

Berbagai konflik kepentingan 

dalam hubungan antara pusat dan daerah 

masih terlihat kurang harmonis. Sehingga 

menjadi pertanyaan besar, bagaimana 

seharusnya menciptakan hubungan yang 

tepat antara pusat dan daerah dan antar 

daerah baik dari segi wewenang, tanggung 

jawab dan hak-haknya, atau diperlukan 

perangkat peraturan perundang-undangan 

yang sebesar besarnya dapat 

mengakomodir  kepentingan.  Untuk itu 

dalam pembentukan CDOB pemerintah 

memandang perlu senantiasa di evaluasi. 

Dengan dasar evaluasi pemekaran 

daerah yang komprehensif diharapkan 

dapat dirumuskan sejumlah kebijakan 

untuk menyusun penataan rencana 

pemekaran daerah dan pembentukan 

daerah baru ke depan. Dengan ini pula 

diharapkan pencapaian tujuan pemekaran 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pemerataan pembangunan 

dapat lebih dioptimalkan seperti halnya 

pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru 

(CDOB) yaitu Persiapan Kota Panton 

Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh 

Utara,  

Hal yang mendasar tentang 

pemekaran daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 di 

bandingkan dengan peraturan sebelumnya 

adalah tentang mekanisme pemekaran. 

Mekanisme pemekaran daerah yang 

dimaksud adalah diawali dengan 

pembentukan daerah Persiapan yang 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  

Daerah Persiapan Otonomi Baru tersebut 

diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun 

untuk melakukan kegiatan administrasi 

yang dipimpin oleh kepala daerah 

persiapan.  

Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) 

tahun daerah persiapan tersebut bisa 

memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku, maka barulah 

daerah persiapan dapat ditetapkan menjadi 

DOB. Sedangkan apabila dalam jangka 

waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan tidak 

bisa memenuhi persyaratan maka daerah 

persiapan tersebut tidak dapat melakukan 

pemekaran atau tidak dapat menjadi DOB. 

Di Provinsi Aceh terdapat beberapa 

daerah yang diwacanakan untuk 

pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru 

(CDOB) belakangan ini juga mencuat 

kepermukaan, Adapun pembentukan 

CDOB yang di wacanakan baik kabupaten 

maupun kota yang baru  antara lain adalah 

Kabupaten Bandar Khalifah, Kabupaten 

Aceh Jaya Selatan, Kabupaten Aceh Raya, 

Kabupaten Kepulauan Selatan Besar, 

Kabupaten Aceh Malaka, Kota Maolabuh 

dan Kota Panton Labu. Di wilayah 

Kabupaten Aceh Utara yang sebelumnya 

sudah mengalami beberapa kali pemekaran 

yaitu Kota Lhokseumawe  tahun 2001 dan 

Kabupaten Bireun tahun 1999, kini sedang 

bersiap-siap menyongsong terbentuknya 

CDOB Kabupaten Aceh Malaka dan Kota 

Panton Labu. Berdasarkan 

perkembangannya adapun Kecamatan 

yang akan bergabung dengan Kota 

Persiapan Panton Labu tersebut adalah :  

a) Kecamatan Tanah Jambo 

Aye,  

b) Kecamatan Seunuddin,  

c) Kecamatan Langkahan,  

d) Kecamatan Baktiya, dan   

e) Kecamatan Baktiya Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sosialisai Pembentukan Kota 

Panton Labu  
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Adapun Kota Panton Labu akan 

meliputi lima kecamatan tersebut memiliki 

luas wilayah 655,88 km2 atau sekitar 

19,89 persen dari luas Kabupaten Aceh 

Utara dengan jumlah penduduk 149.359 

jiwa atau sekitar 24,78 persen dari jumlah 

penduduk Aceh Utara. Kota Panton 

Labu  terdiri dari 186 desa. Nama Panton 

Labu sendiri merupakan ibukota 

Kecamatan Tanah Jambu Aye.  

Meskipun sudah banyak upaya-

upaya yang telah di lakukan dalam 

pemekaran daerah tersebut, rak dapat 

dihindari terdapat juga kendala da;am 

mewujudkannya. Salah satu adalah  

adanya moaratorium pemekaran 

wilayah/daerah dalam pembentukan 

daerah dimaksud. Namun dalam penelitian 

ini di fokuskan untuk mengkaji dari 

tinjaun akademis yang menganalisis 

persiapan persiapan pembentukan CDOB 

Panton Labu pemekaran Kabupaten Aceh 

Utara.  Penelitian dilakukan berdasarkan 

kajian teoritis dan prosedur ilmiah 

sehingga nantinya di samping sebagai 

Kajian Akademis dapat memberikan 

masukan bagi kebijakan-kebijakan yang 

akan datang khususnya bagi panitia 

pemekaran yang telah di bentuk di 

Kabupaten Aceh Utara.  

Banyak juga pemekaran yang 

mendatangkan kemakmuran bagi daerah 

baru namun disadari sesuai dengan kajian 

yang dilakukan Kementerian Dalam 

Negeri tak jarang juga banyak pemekaran 

yang di lakukan baik desa/kelurahan, 

kecamatan. Kabupaten/kota maupun 

provinsi tapi tidak menunjukkan 

perkembangan sebagaimana yang di 

harapkan diharapkan sesuai fengan tujuan 

pemekarannya.  

Kementerian Dalam Negeri dan 

Badan Pembangunan Nasional (Bappenas).  

memberikan evaluasi terhadap perumusan-

perumusan yang sudah pernah di lakukan 

serta penyesuaian dengan ketentuan yang 

termaktum di dalam Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 sehingga dapat di 

lakukan perbaikan-perbaikan baik aspek 

Teknis (ekonomi, potensi daerah), 

Administrasi (jumlah penduduk, luas 

daerah), Dukungan Masyarakat (sosial 

budaya, sosial politik dan pertimbangan 

lain) dari masyarakat setempat.   

Diharapkan daerah otonom baru 

(DOB) dapat mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakatnya setempat 

menurut prakarsa sendiri. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah 

syarat-syarat dan kriteria yang dirumuskan 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

129 Tahun 2000 meliputi (i) kemampuan 

ekonomi; (ii) potensi daerah; (iii) sosial 

budaya;                   (iv) sosial politik; (v) 

jumlah penduduk; (vi) luas daerah dan 

(vii) pertimbangan lain yang 

memungkinkan terselenggaranya otonomi 

daerah.  

Jika sebelumnya dasar hukum 

(aspek legalitas) dalam perumusan 

pembentukan  CDOB  adalah : Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 129 Tahun 2000 

tentang Persyaratan Pembentukan, dan 

Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan 

Penggabungan Daerah; Bab II pasal 4 ayat 

1 dan 2 Undang Undang  Nomor 32 tahun 

2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2007 tentang Pemekaran Daerah 

maka kini berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah prosedur 

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) 

mengalami perubahan yaitu hanya 

menentukan 2 (dua) persyaratan untuk 

memekarkan satu daerah. Pemekaran 

Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah 

Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan 

kabupaten/kota, setelah memenuhi 

persyaratan dasar (baik kewilayahan dan 

kapasitas daerah) dan persyaratan 

administratif;   

Melihat dari Latar Belakang 

tersebut di atas dalam rangka 

meningkatkan percepatan pembangunan, 

keseimbangan pembangunan yang 

berkeadilan serta pertumbuhan dan/atau 

mengembangkan potensi ekonomi daerah 

yang dimiliki Pemerintah Aceh khususnya 

Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) 

Kota Panton Labu, yang sejalan dengan 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

tentang Pemekaran Daerah Otonomi Baru 

(DOB).  

Selanjutnya didukung dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia, Nomor 9 tahun tahun 2014, 

tentang Pedoman Pengembangan Produk 

Unggulan Daerah, ini sebagai stimulus 

(mendorong) perkembangan, pertumbuhan 

serta pembangunan daerah Kota Panton 

Labu berdasarkan potensi sumber daya 

alam pertanian, perkebunan, peternakan, 

perikanan dan berbagai sumber produktif 

yang dimiliki masyarakat.  

Demikian juga hal ini diusahakan 

untuk menciptakan iklim produksi 

pertanian, perkebunan, peternakan, 

perikanan dan lain sebagainya secara 

efisien dan produktif. Selanjutnya dapat 

menciptakan efisiensi ekonomi yang 

mempunyai nilai tambah, sehingga dapat 

menciptakan kesejahteraan dan 

peningkatan perekonomian daerah Aceh 

khususnya 

Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota 

Panton Labu. Sebagai usaha mewujudkan 

kesejahteraan rakyat yang memiliki 

aktivitas produksi pertanian, perkebunan, 

peternakan, perikanan dan lain sebagainya, 

juga diperlukan keterlibatan pihak swasta 

serta seluruh unsur dan elemen masyarakat 

yang membantu Pemerintah Daerah 

Otonomi Baru (DOB) Kota Panton Labu, 

dalam usaha mempercepat pembangunan 

serta pertumbuhan ekonomi dan kehidupan 

masyarakat. 

Dengan demikian akan terjalin 

hubungan sinergis juga segitiga yang 

berlaku secara simultan antara Pemerintah 

Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Panton 

Labu, pihak swasta dan masyarakat (antar 

sektor kehidupan) yang saling mendukung. 

Pemerintah Daerah Otonomi Daerah 

Panton Labu sebagai pemangku 

kekuasaan, dengan penetapan kebijakan 

yang mendukung usaha sektor produktif 

perekonomian secara keseluruhan dan 

yang bersentuhan dengan aktivitas rakyat 

seperti pertanian, perkebunan, peternakan, 

perikanan dan lain-lain. Pihak swasta 

sebagai pengelola hasil produksi pertanian 

serta menjaga jaringan pasar yang stabil, 

serta berkelanjutan.  

Kemudian masyarakat dalam 

berbagai sektor aktivitas kehidupan 

sebagai penyangga produksi pertanian, 

peternakan, perikanan dan perkebunan 

serta berbagai aktivitas lainnya terus 

mendapat pembinaan serta pengawasan 

secara baik dalam bentuk kelompok tani 

dan lainnya (peer group), yang 

mempunyai kesadaran untuk 

meningkatkan kesejahteraan. Hal ini 

dilaksanaan agar produksi pertanian, 

peternakan perikanan, perkebunan dan lain 

sebagainya dapat berkelanjutan dalam 

jangka panjang (continuity) terhadap 

perkebangan aktivitas produktif serta 

pertumbuhan perekonomian, demi menjaga 

usaha pemenuhan keinginan pasar dan 

mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Kehidupan masyarakat mendasar 

pada sektor ril dan perekonomian 

produktif, serta bersentuhan langsung 

dengan aktivitas masyarakat akar rumput 

(grass root), dimana sektor pertanian 

sebagai “leading sector”, perkebunan, 

peternakan, perikanan dan lainnya. Pada 

prinsipnya merupakan sektor yang perlu 

mendapatkan perhatian lebih besar dari 

pemerintah sebagai pemangku kekuasaan 

yang mengatur, mengelola dan 

bertanggung jawab sebagai amanah agar 

mampu meningkatkan kehidupan 

perekonomian, perkembangan, 

pertumbuhan menuju kehidupan 

masyarakat agar menjadi lebih sejahtera. 

Ini dikarenakan peranan dan 

konstribusinya yang sangat besar dan 

penting dalam rangka pembangunan 

ekonomi masyarakat dan bangsa, baik di 

tingkat nasional dan daerah. Dengan 

demikian, harapannya dapat memberikan 

devisa bagi negara, Provinsi Aceh dan 

mempunyai efek pengganda ekonomi 

(economic multiplier effects) yang tinggi. 

Hal ini secara serius melalui peningkatan 

aktivitas ekonomi kreatif, menciptakan dan 

pengembangan aktivitas sektor ril 
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kehidupan masyarakat Daerah Otonomi 

Baru (DOB) Kota Panton Labu. Dalam hal 

ini, kebijakan pemerintah agar menjadikan 

rendahnya ketergantungan konsumen 

ataupun konsumen lokal terhadap impor 

(import-output) yaitu produksi lokal, 

meningkatkan investasi menjadi wilayah 

atau daerah otonomi baru yang memiliki 

sumber daya alam (resources) potensial 

harus mengatasi angka kemiskinan dan 

pengangguran. Selanjutnya harus mampu 

tumbuh menciptakan kehidupan yang lebih 

baik atau sejahtera, dalam kehidupan pada 

era ekonomi kompetisi atau persaingan 

global yang semakin sengit. 

Permasalahan kehidupan 

masyarakat yang sesungguhnya adalah 

tidak terlayaninya keinginan masyarakat, 

tidak terciptanya keadilan, keseimbangan 

dan berada pada posisi kehidupan terpencil 

dan jauh dari perhatian pemerintah daerah 

sebagai pemangku kekuasaan. Usaha 

mengatasi pemasalahan yang dihadapi 

masyarakat Daerah Otonomi Baru (DOB) 

Kota Panton Labu (khususnya Kota panton 

Labu), sebagai salah satu kecamatan 

penyangga serta kehidupan perekonomian 

serta produktivitas mendukung Kabupaten 

Aceh Utara.  

Ternyata dalam jarak tempuh 

sekitar satu (1) jam dari Ibukota 

Kabupaten Aceh Utara (Lhoksukon) 

menggunakan kenderaan, tidak 

mendapatkan perhatian serius terhadap 

pelayanan administrasi dan publik bagi 

kehidupan masyarakat, perkembangan 

kehidupan perekonomian serta 

produktivitas yang mampu menciptakan 

pertumbuhan dan pembangunan 

masyarakat, juga lingkungan kehidupan. 

Berdasarkan keinginan 

menciptakan kehidupan masyarakat yang 

lebih baik pada Calon Daerah Otonomi 

Baru (DOB), masyarakat semestinya 

mendapatkan pelayanan yang maksimal 

terhadap keinginan serta mendapatkan 

pelayanan tata kelola pemerintahan daerah 

yang lebih memenuhi kehidupan. Karena 

itu, permasalahan yang dihadapi oleh 

wilayah Calon Daerah Otonomi Baru 

(DOB) Kota Panton Labu yaitu tentang 

pelayanan serta pengelolaan kehidupan 

masyarakat dapat ditingkatkan sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014; upaya-upaya yang dilakukan untuk 

memaksimalkan kehidupan ekonomi dan 

produktivitas;  serta  memaksimalkan 

potensi sumber daya alam untuk 

meningkatkan kehidupan      masyarakat 

Panton Labu. 

Sehubungan dengan hal tersebut, 

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah 

mengambil Langkah-langkah menuju 

kearah persiapan pembentukan Kota 

Persiapan Pantai Labu.  Bupati Aceh 

Utara melalui suratnya bernomor : 

125.1/1006, Tanggal 19 Juli 2018 telah 

mengirimkan surat ke Kementerian 

Dalam Negeri  perihal : Mohon 

Penjelasan Tindak Lanjut Penjelasan 

Daerah Otonomi Baru. Dalam 

menyikapi Surat Permohonan tersebut, 

Kementerian Dalam Negeri dalam hal 

ini melalui Direktur Jenderal Otonomi 

Daerah dengan Surat Nomor 

135/7077OTDA, Tanggal 15 September 

2018 Hal : Penjelasan Penuataan 

Daerah memberikan arahan sebagai 

berikut :  

1) Perihal usulan Kota Panton Labu 

menjadi Daerah Otonomi Baru, 

merujuk pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah harus 

memenuhi persyaratan dasar dan 

persyaratan administrasi. 

2) Sambil menunggu kebijakan 

pemerintah terkait penundaan 

pembentukan daerah otonomi 

baru, Bupati Aceh Utara dapat 

mempersiapkan kelengkapan 

persyaratan sebagaimana di 

maksud pada poin 3 (tiga) 

tersebut.  

Demikian juga dalam rangka 

pembentukan CDOB Bupati Aceh Utara 

melalui Keputusan  Nomor : 

060/232/2018, Tanggal 31 Mei 2018 

M/15 Ramadhan 1439 H telah 
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mengeluarkan Susunan Personalia 

Panitia Persiapan Daerah Otonomi Baru 

Kota Panton Labu dengan tugas 

melakukan persiapan persyaratan untuk 

prmbentukan DOB sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.    

 
Gambar 2 . Panitia pemekaran Kota 

Panton Labu bersama DPRD  Aceh Utara  

Pada kesempatan lain, Gubernur 

Aceh Nova Iriansyah, kepada berbagai 

media usai acara Pelantikan Pengurus 

Forum Koordinasi Daerah Calon Daerah 

Otonomi Baru (Forkoda-CDOB) Aceh 

priode 2021 – 2025 pada hari Senin, 

tanggal 13 Juli 2022 di Anjong Mon 

Mata, komplek Meuligoe Gubernur 

Aceh mengharapkan agar upaya 

pembentukan daerah otonomi baru dapat 

terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan 

baik dan berhasil di kemudian hari. 

Gubernur Aceh menegaskan bahwa 

Pemerintahan Aceh akan selalu 

memfasilitasi berbagai kegiatan Forkoda 

CDOB. 

Sementara itu, Fuadri selaku 

Ketua Forkoda Aceh periode 2021-

2025, mengapresiasi dukungan 

Pemerintah Aceh dan semua pihak 

terhadap rencana 6 (enam) CDOB di 

Aceh dalam memperjuangkan daerah 

otonom baru. Kami sangat 

membutuhkan dukungan dukungan 

Pemerintah Aceh, anggota DPRA, para 

anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh.   

Hal senada juga disampaikan 

oleh Ketua Komite I Dewan Perwakilan 

Daerah RI Fachrul Razi, mengapresiasi 

dukungan Pemerintah Aceh terhadap 

Forkoda CDOB dan berharap agar 

kegiatan ini bisa dipublikasikan secara 

luas. Facrul Razi juga mengungkapkan, 

bahwa DPD RI selalu mengingatkan 

Pemerintah Pusat agar serius terhadap 

tuntutan pemekaran di berbagai daerah 

termasuk di Aceh.  

Melihat dukungan yang besar 

dari masyarakat  dan Pemerintah 

Provinsi Aceh serta komponen lainnya 

khususnya DPRA, para anggota DPR RI 

dan DPD RI asal Aceh meskipun 

Moratorium belum di cabut oleh 

pemerintah maka peneliti ingin 

menganalisis tentang hasil perumusan 

yang telah di lakukan, faktor-faktor 

pendorong dan penghambat serta 

kelayakan akan pembentukan Calon 

Pembentukan Pemekaran daerah 

Otonom Baru di Provinsi Aceh termasuk 

pemekaran Kabupaten Aceh Utara.  

 

METODOLOGI iPENELITIAN 

3.1 Metode iPenelitian  

Penelitian iadalah ipemikiran 

isistematis imengenai iberbagai ijenis 

imasalah iyang ipemecahannya 

imemerlukan ipengumpulan idan 

ipenafsiran ikata-kata. iDavid iH. iPenny 

idalam iAkhmadi, i(2009 i: i1). iLebih 

ilanjut iDavid iH iPenny imenambahkan 

ibahwa i ipada idasarnya ipenelitian 

imerupakan icara iilmiah iuntuk 

imendapatkan iinformasi idengan itujuan 

idan ikegunaan itertentu. i i 

Penelitian iini imenggunakan 

ipendekatan iKualitatif idengan icara 

ideskripsi idalam ibentuk ikata-kata idan 

ibahasa ipada isuatu ikonteksnya ikhusus 

iyang ialamiah idan idengan 

imemanfaatkan iberbagai imetode iilmiah 

i(Hardiansyah, i2010:9). iDilanjutkan ioleh 

iLexy iJ. iMoleong i(2004 i: i6) idalam 

ibukunya imendefinisikan ibahwa 

ipenelitian ikualitatif isebagai ipenelitian 

iyang ibermaksud iuntuk imemahami 

ifenomena itentang iapa iyang idialami 

ioleh isubjek ipenelitian imisalnya 

iperilaku, ipersepsi, imotivasi, itindakan, 

idll., isecara iholistik, idan idengan icara 

ideskripsi idalam ibentuk ikata-kata idan 

ibahasa, ipada isuatu ikonteks ikhusus 
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iyang ialamiah idan idengan 

imemanfaatkan iberbagai imetode 

ialamiah. i 

Metode ipenelitian iKualitatif 

idengan isumber idata iprimer imelalui 

iwawancara idengan iInforman iKunci 

iyaitu iyang imemahami idan imemiliki 

ikewenangan itentang ipermasalahan 

itentang iPerumusan iPembentukan 

iPersiapan iKota iPanton iLabu 

ipemekaran iKabupaten iAceh iUtara 

iProvinsi iAceh. i 

3.2 iSubjek idan iObjek iPenelitian 

Moleong i(2010: i132) 

imendeskripsikan isubjek ipenelitian 

iadalah isebagai iinforman, ibaik 

iInforman iKunci idan iatau iInforman 

ipendukung. iSubjek ipenelitian iadalah 

iorang iyang idalam ipenelitian 

imemberikan iinformasi itentang isituasi 

idan ikondisi itenrang ipenelitian. iDalam 

isebuah ipenelitian isubjek ipenelitian 

imempunyai iperan iyang isangat istrategis 

ikarena idari isubjek ipenelitianlah idata 

idapat iterkumpul idan idianalisis. i 

Sesuai ipendapat iMoleong i(2010: 

i132) idi iatas imaka ipada ipenelitian 

ikualitatif, isubjek ipenelitian idisebut 

idengan iistilah iinforman iyaitu iorang 

iyang iberkompeten iuntuk idimintai 

iinformasi itentang idata iyang idiinginkan 

ipeneliti iterkait idengan ipenelitiannya. 

iAdapun isubjek ipenelitian idalam 

ipenelitian iini iadalah ipara ipemangku 

ikebijakan iyang iada ihubungannya 

idengan iPerumusan iPembentukan 

iDaerah iOtonom ibaru iPersiapan iKota 

iPanton iLabu ipemekaran iKabupaten 

iAceh iUtara iPropensi iAceh. iMereka 

iadalah iWalikota, iSeketaris iDaerah, 

ianggota iDPRA, iDPR iRI, iDPD iutusan 

iAceh, iForum iPembentukan iDaerah 

iOtonom iBaru, iPanitia ipembentukan 

iPersiapan iKota ipanton iLabu idan ilain 

isebagainya. i 

Sedangkan iobjek ipenelitian 

iadalah iyang imenjadi ifokus idari isuatu 

ipenelitian. iObjek ipenelitian itersebut 

idapat iberupa isubstansi iatau imateri 

iyang iakan iditeliti iatau idipecahkan 

ipermasalahannnya. iDalam ipenelitian iini 

iyang imenjadi iobjek ipenelitian iadalah 

iPerumusan iPembentukan iDaerah 

iOtonom iBaru iPersiapan iKota iPanton 

iLabu ipemekaran iKabupaten iAceh 

iUtara iProvinsi iAceh. 

3.3 Sumber iData iPenelitian 

Lofland idan iLofland idalam 

iMoleong i(2010: i157) imengatakan 

ibahwa isumber idata iutama idalam 

ipenelitian ikualitatif iadalah ikata-kata, 

idan itindakan iselebihnya iadalah idata 

itambahan iseperti idokumen idan ilain-

lain. iPenelitian iini imenggunakan idua 

isumber idata iyaitu i: 

 

a. Data iPrimer 

Data iprimer iadalah iberbagai 

iinformasi idan iketerangan iyang 

idiperoleh ilangsung idari isumbernya, 

iyaitu ipara ipihak iyang idijadikan 

iinforman imelalui ihasil iwawancara. 

iWawancara imerupakan ipengumpulan 

idata idengan icara itanya ijawab iantara 

ipeneliti idengan iinforman ibaik ikunci 

imaupun itambahan.Teknik iwawancara 

iyang idigunakan iadalah iwawancara 

iterstruktur iyang imenurut iJ. iMoleong 

idalam iFoima iSihombing i(2019), iyaitu 

iwawancara iyang ipewawancaranya 

imenetapkan isendiri imasalah idan 

ipertanyaan-pertanyaan iyang idiajukan. 

iUntuk iitu idigunakan ipedoman-pedoman 

iwawancara iatau iinterview iguide, 

idengan imaksud iagar ipokok-pokok 

iyang idirencanakan idapat itercakup 

iseluruhnya, iagar idata iyang 

idikumpulkan itidak iterlepas idari 

ikonteks ipermasalahan. 

Ditambahkan iSugiyono i(2014:54) 

iinforman ipenelitian iyang imenjadi 

isumber idata iprimer iditentukan idengan 

imetode ipurposive isampling idimana 

ipengambilan isumber idata idilakukan 

idengan icara isengaja idengan 

ipertimbangan itertentu. iAdapun iyang 

imenjadi idata iprimer idalam ipenelitian 

iini iadalah iketerangan iyang idi 

isampaikan ioleh iselaku iPejabat iBupati 

iAceh iUtara iProvinsi iAceh, iSekretaris 
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iDaerah iKabupaten iAceh iUtara, iKepala 

iBappeda iKabupaten iAceh iUtata, 

iKepala iBagian iOrganisasi iAceh iUtara, 

iSekretaris iPanitia iPembentukan 

iPersiapan i iKota iPanton iLabu 

iKabupaten iAceh iUtara; iPara iCamat i5 

iwilayah iyang iakan ibergabung iyaitu 

iCamat iTanah iJombo iAye; iCamat 

iLangkahan; iCamat iSeunuddin; i iCamat 

iBaktiya; idan iCamat iBaktya iBarat. 

Selain iInforman iUtama imaka idalam 

ipenelitian iini ijuga idi ilakukan 

iwawancara idengan iinforman 

ipendukung iyaitu iyang imengetahui 

ipermasalahan itapi itidak imemiliki 

ikewenangan ilangsung iterhadap 

iperrmasalahan iyang iada. i iInforman 

ipendukung itersebut iterdiri idari i: 

iPanitia ipemerakarsa/pemekaran; 

iAkademisi ibidang iTata iKelola 

iPemerintahan, idan iTokoh imasyarakat 

iKabupaten iAceh iUtara i(tokoh iagama, 

iadat, ipemuda, ipers idan ilain 

isebagainya). 

b. Data iSekunder 

 i i i i i i i iSedangkan idata isekunder idari 

ipenelitian iini iadalah idata iyang isudah 

itersedia idi iSekretariat iKabupaten iNias 

iUtara idan iisnstansi ipemerintah ilainnya. 

iDemikian ijuga idata idata iyang itersedia 

idari imedia ibaik imedia icetak imaupun 

imedia ieketronik idan imedia isosial. i 

iAdapun iselengkapnya idata-data itersebut 

iantara ilain iadalah i: 

1) Rencana iPembangunan iDaerah 

idari iBadan iPerencanaan 

iPembangunan iKabupaten iAceh 

iUtara; 

2) Keadaan ikependudukan, igeografi, 

isumberdaya ialam. isumberdaya 

imanusia, iimfrastuktur, ijaringan 

iinformasi idari iBadan iPusat 

iStatistik i(BPS) iKabupaten iAceh 

iUtara. 

3)  iData iperekonomian idan 

ikeuangan idari iberbagai 

iorganisasi iperangkat idaerah 

i(0PD) iyang iada idi iKabupaten 

iAceh iUtara. i 

 

3.4 iTeknik iPengumpulan idan 

iPengolahan iData 

Teknik iPengumpulan iData idalam 

ipenelitian iini imenggunakan ibeberapa 

icara, iyaitu ireview idokumen i(document 

ireview), idiskusi ikelompok iterfokus 

i(Focus iGroup iDiscussion), idan 

iwawancara i(interview), isebagai 

iaktivitas imemperkuat isumber idata idan 

iinformasi iyang idiperlukan. iDalam ihal 

iini idilakukan ipeninjauan ilapangan 

isecara ilangsung imelihat iserta 

imemahami ipotensi idaerah, ikecamatan 

idan idesa isebagai ipenunjang 

ipengembangan iserta ipembangunan 

ipotensi iyang idimiliki iuntuk 

ikepentingan ipembangunan 

iperekonomian, iproduktivitas 

imasyarakat ipada itingkat ipedesaaan. i 

Berdasarkan imanfaat iempiris, 

ibahwa iteknik ipengumpulan idata 

ikualitatif iyang ipaling iindependen 

iadalah itehnik iwawancara imendalam, 

iobservasi ipartisipasi, ibahan 

idokumenter iserta itehnik-tehnik i ibaru 

iseperti i ipenelusuran ibahan-bahan idari 

iinternet. i iDemikian ijuga isesuai 

irujukan idari iStrauss idan iCorbin 

idalam iCresswell, i(2013) ibahwa 

ipenelitian ikualitatif iadalah ijenis 

ipenelitian iyang imenghasilkan 

ipenemuan-penemuan iyang itidak idapat 

idicapai idengan imenggunakan iprosedur-

prosedur istatistik iatau icara-cara ilain 

idari ikuantifikasi. iTeknik ipengumpulan 

idata itersebut iantara ilain iadalah i: i 

 

1) Wawancara iMendalam i(Indepth 

iInterview) 

Wawancara imendalam isecara iumum 

iadalah iproses imemperoleh iketerangan 

iuntuk itujuan ipenelitian idengan icara 

itanya ijawab isambil ibertatap imuka 

iantara ipewawancara idan iinforman iatau 

iorang iyang idiwawancarai i(Bungin, 

i2010:111). iProses iwawancara idalam 

ipenelitian iini idilakukan idengan iorang-

orang iyang iberkompeten itentang 

ipermasalahan iyang imenjadi iobjek 

ipenelitian. iOrang iyang idi iwawancarai 
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idi isebut iIndorman iyang iterdiri idari 

idua ijenis iyaitu iInforman iKunci i 

iadalah iorang iyang imengetahui 

ipermasalahan idan imemiiliki 

ikewenangan idalam ipemecahan 

ipermasalahan iserta iInforman 

iPendukung iyang iadalah iorang iyang 

imengetahui ipermasalahan inamun itidak 

imemiliki ikewenangan iuntuk 

imemecahkan ipersoalan. 

 

2) Observasi 

Bungin i(2010:115-116) 

imenyebutkan ibahwa iobservasi iatau 

ipengamatan iadalah isuatu ikegiatan 

isehari-hari iyang imenggunakan ipanca 

iindra isebagai ialat ibantunya iselain 

imelalui itelinga, ipenciuman, imulut idan 

ikulit. iKarena iitu, iobservasi iadalah 

ikemampuan iyang idimiliki iseseorang 

iuntuk imenggunakan ipengamatannya 

imelalui ihasil ikerja ipancaindra imata 

iserta idibantu idengan ipancaindra 

ilainnya. iPenelitian iini imenggunakan 

iobservasi inon ipartisipan. iAdapun iobjek 

iobservasi ipeneliti idalam ipenelitian iini 

iadalah idengan imengamati iproses 

ikomunikasi ipemasaran iyang idilakukan 

ioleh itim iyang iterlibat idalam iproses 

iPenyusunan iPeraturan idaerah ioleh 

iDPRD iSumatera iUtara. i 

 

3) Studi iPustaka 

Digunakan isebagai ilandasan iteori 

idan isebagai iarah idalam imelaksanakan 

ipenelitian iyang iberkaitan idengan 

iAnalisis iEvaluasi iPerumusan 

iPembuntukan iDaerah iOtonomi iBaru 

iPersiapan iKota iPanton iLabu 

ipemekaran iKabupaten iAceh iUtara. 

iDalam istudi iPustaka iini idi ikumpulkan 

idokumen idokumen iyang iberhubungan 

idengan ipenelitian idari iberbagai iinstansi 

iseperti iBadan iPerencanaan 

iPembangunan iDaerah, iBadan iPusat 

iStatistik iserta iorganisasi iperangkat 

idaerah ilainnya iyang iberhubungan 

ilangsung imaupun itidak ilangsung 

idengan ipenelitian. i 

 

3.5. Informan iPenelitian 

Informan idalam ipenelitian 

ikualitatif iadalah iorang iyang imemahami 

iinformasi itentang iobjek ipenelitian iyang 

idibagi idalam ijenis iInforman iKunci 

i(Utama) idan iInforman iPendukung. 

iInforman idalam ipenelitian iini idipilih 

idengan ipurposive isampling idengan 

ikriteria itertentu idengan itujuan iagar 

iinformasi iyang ididapatkan idalam 

ipenelitian iini idapat imenjawab 

ipermasalahan idalam ipenelitian iini. 

iBeberapa ikriteria iInforman 

isebagaimana idi isampaikan ioleh 

iMoleong i(2010: i165) iantara ilain 

iadalah iinforman iharus imemiliki 

ibeberapa ikriteria iyang iharus 

idipertimbangkan idengan iciri-ciri iantara 

ilain iadalah i i 

a) Informan iyang iintensif imenyatu 

idengan isuatu ikegiatan iatau iaktivitas 

iyang imenjadi isasaran iatau 

iperhatian ipenelitian. 

b) Informan imasih iterikat isecara ipenuh 

idan iaktif ipada ilingkungan idan 

ikegiatan iyang imenjadi isasaran 

ipenelitian. 

c) Informan imempunyai icukup ibanyak 

iwaktu iatau ikesempatan iuntuk 

idimintai iinformasi 

d) Informan iyang idalam imemberikan 

iinformasi itidak icenderung idiolah 

iatau idikemas iterlebih idahulu. 

Berdasarkan ipendapat itersebut, 

imaka ipeneliti imenentukan iinforman 

iberdasarkan ikriteria itersebut, iinforman 

iyang ipeneliti itentukan iadalah iorang-

orang iyang imenjalankan itugas idan iikut 

iberperan idalam ihubungannya idengan 

iPerumusan iPembentukan iKota iPantai 

iLabu iPemekaran idari iKabupaten iAceh 

iUtara. iAdapun iInforman itersebut 

iadalah i: i 

1) Usman iAbdullah iselaku iPejabat 

iBupati iAceh iUtara iProvinsi iAceh. 

2) Said iMahdum iMajid iDr. iA. 

iMurtala iM.Si iselaku iKepala 

iBappeda iKabupaten iAceh iUtata. 

3) Fuad iCahyadi iSSTP iselaku iKabag 

iOrganisasi iAceh iUtara 



 

128  
 

EVALUASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN  CALON DAERAH 

OTONOMI BARU PERSIAPAN KOTA PANTON LABU PEMEKARAN 

KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH 

Hendra 1), Matius Bangun 2) 

 

4) Tgk. iMuhammad iIsa iselaku 

iSekretaris iPanitia iPembentukan 

iPersiapan iKota iPanton iLabu 

iKabupaten iAceh iUtara.  

5) Para iCamat i5 iwilayah iyabg iakan 

ibergabung iyaitu iFauzi iSaputra, 

iS.STP iCamat iTanah iJombo iAye; 

iRamli, iS.Sos iCamat iLangkahan; 

iIsmohor iS.STP iCamat iSeunuddin; i 

iSaefullah iS.Sos iCamat iBaktiya; 

iAbdurrahman iCamat iBaktya iBarat. 

Selain iInforman iUtama imaka 

idalam ipenelitian iini ijuga idi ilakukan 

iwawancara idengan iinforman 

ipendukung iyaitu iyang imengetahui 

ipermasalahan itapi itidak imemiliki 

ikewenangan ilangsung iterhadap 

iperrmasalahan iyang iada. i iInforman 

ipendukung itersebut iterdiri idari i: 

a) Panitia ipemerakarsa/pemekaran i 

b) Akademisi ibidang iTata iKelola 

iPemerintahan, 

c) Tokoh imasyarakat iKabupaten 

iAceh iUtara i(tokoh iagama, iadat, 

ipemuda, ipers idan ilain 

isebagainya). 

 

3.6 Tempat idan iWaktu iPenelitian 

Tempat iutama ipenelitian iini 

idilakukan iterutama idi iKabupaten iAceh 

iUtara ikhususnya idi ilima ikecamatan 

iyang irencana iakan ibergabung idengan 

iPersiapan iKota iPanton iLabu iProvinsi 

iAceh. iSedangkan itempat iwawancara 

iadalah idi imasing-masing ikantor iatau 

isekretariat iyang imenjadi iInforman 

iKunci idalam ipenelitian iini isedangkan 

iInforman iPendukung idi iwawancarai idi 

ialamat imasing-masing iatau idi itempat 

iyang isedang iberada iuntuk idi 

iwawancarai. i 

Waktu ipenelitian idiperkirakan 

isekitar i2 i(dua) ibulan isetelah idilakukan 

iSeminar iProposal ipada iawal ibulan 

iSeptember i2022. iDengan idemikian 

ipenelitian ibaik iwawancara, iobservasi, 

iStudi iPustaka idan ilain iakan idi 

ilakukan ipada ipertengahan iSeptember 

isampai ipertengahan iNovember i2022. 

 

3.7. Analisis iData i 

Analisis iData iadalah isuatu 

itahapan ikegiatan isetelah idata idan 

iinformasi idi ikumpulkan ibaik idari idata 

iprimer imaupun idata isekunder iyang 

itujuannya iadalah iuntuk imemberikan 

iinformasi isesuai idengan itujuan idan 

imanfaat ipenelitian. iNazir i(2005:346) 

imengemukakan ibahwa ianalisis idata 

imerupakan ibagian iyang iamat ipenting 

idalam imetode iilmiah ikarena idengan 

ianalisislah idata itersebut idapat idiberi 

iarti idan imakna iyang iberguna idalam 

imemecahkan imasalah ipenelitian. i i 

 

a. Analisis iDiskriftif 

Tujuan idari ipenelitian ideskriptif 

iadalah imenghasilkan igambaran iakurat 

itentang isebuah ikelompok, 

imenggambarkan imekanisme isebuah 

iproses iatau ihubungan, imemberikan 

igambaran ilengkap ibaik idalam ibentuk 

iverbal iatau inumerikal, imenyajikan 

iinformasi idasar iakan isuatu ihubungan, 

imenciptakan iseperangkat ikategori idan 

imengklasifikasikan 

 

b. Analisis iKebijakan 

Analisis ikebijakan iialah iproses 

iatau ikegiatan imensintesa iinformasi, 

itermasuk ihasil-hasil ipenelitian, iuntuk 

imenghasilkan irekomendasi iopsi idesain 

ikebijakan ipublik. iKebijakan ipublik 

iialah ikeputusan iatau itindakan 

ipemerintah iyang iberpengaruh iatau 

imengarah ipada itindakan iindividu 

idalam ikelompok imasyarakat. 

Dalam ipenelitian iini iantara iteori, 

ikebijakan ipemekaran iyang iberhubungan 

idengan iFaktor iPendorong isecara 

iInternal i(Kekuatan) idan iEksternal 

i(Peluang) iserta iFaktor iPenghambat 

ibaik iInternal i(Kelemahan) imaupun 

iEksternal i(Hambatan), ikemudian 

ipersyaratan ipemekaran i(Administrasi, 

iTeknis idan iFisik), idilanjutkan idengan 

iPenelitian iTerdahulu iyang iterkait iserta 

itemuan-temuan ipeneliti idi ilapangan 

imenjadi iunsur-unsur ianalisis iuntuk 

imelihat ikelayakan ipembentukan 
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iPersiapan iKota iPanton iLabu 

ipemekaran idari iKabupaten iAceh iUtara, 

 i i i i i i iLifia iAnis iTahara iAndi 

iLantara i(2016) idalam isuatu 

ipenelitiannya itentang iPengaruh 

iPemekaran i iWilayah iKecamatan 

iTerhadap iPembangunan idan iPelayanan 

iPublik i idi iKecamatan iTana iLili 

iKabupaten iLuwu iUtara. i iKecamatan 

iyang idimekarkan ipada itahun i2012 ilalu 

idengan imenggunakan iPeraturan iDaerah 

iNomor i1 iTahun i2012 iadalah ihasil 

idari ipemekaran iKecamatan iBone-Bone 

iKabupaten iLuwu iUtara. iMenurut 

ipeneliti iSdr. iLifia iAnis iTahara iAndi 

iLantara ipemekaran iKecamatan iTana 

iLili iadalah isesuai ituntutan idari 

imasyarakat iyang iberinisatif iuntuk 

imemajukan ikecamatan iini iuntuk 

imempercepat ipembagunan idaerah idan 

imempermudah ipelayanan iadministrasi 

ipemerintahan ikepada imasyarakat. i 

 i i i i i i i i 

HASIL iDAN iPEMBAHASAN 

4.1 iKeadaan iDaerah iPenelitian i 

 Penelitian iini idilakukan idi 

iKabupaten iAceh iUtara iyaitu ikebupaten 

iyang iberdiri itanggal i14 iNovember 

i1956 idengan idasar ihukum isesuai 

iUndang-Undang iNomor i7 iTahun i1956, 

iAdapun iibu ikota ikabupaten iini iadalah 

iKota iLhoksukon idengan iketerangan 

isebagai iberikut i: 

• Luas Total wilayah :3.236,86 km2.   

• Jumlah populasi penduduk tahun 2021 

:593.511 jiwa atau  

• kepadatan penduduk sebesar :183/km2 

Jiwa  

• Jumlah Penduduk Laki-laki : 293.231 

Jiwa  

• Jumlah Penduduk Perempuan : 

300.261 Jiwa.  

• Jumlah Kecamatan : 27 Kecamatan 

• Jumlah Kemukiman :  70 Kemukiman;  

• Jumlah Desa/Gampong :  852 Desa/Gampong 

Kabupaten iAceh iUtara itergolong 

isebagai ikawasan iindustri iterbesar idi 

iProvinsi iAceh idan ijuga itergolong 

iindustri iterbesar idi iluar ipulau iJawa, 

ikhususnya idengan idibukanya iindustri 

ipengolahan igas ialam icair iPT iArun 

iLNG idi iLhokseumawe ipada itahun 

i1974. iDi idaerah iwilayah iini ijuga 

iterdapat ipabrik-pabrik ibesar ilainnya i: 

iPabrik iKertas iKraft iAceh, ipabrik 

iPupuk iAAF i(Aceh iAsean iFertilizer) 

idan ipabrik iPupuk iIskandar iMuda 

i(PIM). i iBesarnya iAPBD ipada itahun 

i2021 iyang ilalu iadalah iRp 

i2.339.452.690.669,- idengan iperincian 

iPendapayan iAsli idaerah i(PAD) i iRp 

i358.698.548.452- idan iDana iAlokasi 

iUmum i(DAU) iadalah isebesar i iRp 

i911.862.322.000,- iyang idigunakan 

iuntuk imembiaya ipembangunan idari 

iberbagai isektor iserta ipelaksanaan iroda 

ipemerintahan. i 

Aktivitas imasyarakat iAceh 

iyang isecara irealitas ilebih ibanyak 

ibergerak ipada isektor ipertanian 

i(diperkirakan isekitar i49%), 

iberkaitan idengan iprogram 

ipemerintah ikhususnya iusaha 

imeningkatkan ikesejahteraan 

imasyarakat, idengan imeningkatkan 

iaktivitas ipembangunan idan iproyek 

iuntuk ikepentingan imasyarakat. 

iDidalam iUndang-undang 

i Pemerintahan i Aceh i(UUPA) 

ipasal i16, iayat i3 idisebutkan 

ibahwa iUrusan iPemerintahan iAceh 

iyang ibersifat ipilihan imeliputi 

iurusan ipemerintahan iyang isecara 

inyata iberpotensi iuntuk 

i meningkatkan ikesejahteraan 

imasyarakat isesuai idengan ikondisi, 

ikekhususan iAceh, idan ipotensi 

iunggulan iAceh. 

Usaha ipengembangan 

iproduksi iunggulan iberbagai 

i sektor, i terutama isektor ipertanian, 

iperkebunan, ipeternakan, iperikanan 

idan ilain isebagainya, isebagai 

i sektor iril iaktivitas iekonomi idan 

ikehidupan i rakyat i yang ibersifat 

i agraris imenjadi i suatu i pilihan 

ipembangunan iyang i tidakdapat 

idiabaikan ibegitu isaja idan isesuai 
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idengan iisi iUUPA. iPasal i141 

iayat i (1) iUUPA imengamanatkan 

ibahwa iperencanaan ipembangunan 

iAceh idan ikabupaten/kota idisusun 

isecara ikomprehensif isebagai ibagian 

idari isistem iperencanaan 

ipembangunan inasional idalam 

ikerangka iNegara iKesatuan 

iRepublik i Indonesia i dengan 

imemperhatikan: ia) i nilai-nilai 

i Islam; i b) i sosial ibudaya; ic) 

i berkelanjutan idan iberwawasan 

i lingkungan; id) ikeadilan idan 

ipemerataan; idan i  i  i  i e) 

ikebutuhan. i Selanjutnya ipada iayat 

i(2) idisebutkan i bahwa 

iPerencanaan i pembangunan 

iAceh/kabupaten/kota isebagaimana 

idimaksud ipada iayat i(1) idisusun 

iuntuk imenjamin iketerkaitan idan 

ikonsistensi iantara iperencanaan, 

ipenganggaran, ipelaksanaan, idan 

ipengawasan. iUntuk imenyikapi 

iberbagai iprogram i kerja 

i Pemerintahan i Aceh, i selanjutnya 

i disusun iRencana i Pembangunan 

i Jangka i Menengah iAceh 

i (RPJMA) iyang i merupakan i satu 

i tahapan irencana i pembangunan 

i yang i harus i disusun i oleh 

i semua itingkatan ipemerintahan, 

ibaik ipemerintah ipusat imaupun 

ipemerintah idaerah idan 

ikabuaten/kota, isebagaimana 

i diamanatkan iUndang-Undang 

iNomor i25 itahun i2004 itentang 

iSistem iPerencanaan iPembangunan 

iNasional. iUntuk i menindaklanjuti 

i Undang-Undang i tersebut, 

i pemerintah i mengeluarkan 

i Peraturan i Pemerintah i (PP) iNomor 

i8 iTahun i2008 idan iPeraturan 

iMenteri iDalam iNegeri iNomor i54 

iTahun i2010, ikemudian 

idisempurnakan idengan iPeraturan 

iMenteri iDalam iNegeri iNomor 

i86 iTahun i2017. i 

Dalam ihal iini ipula, 

iPermendagri iNomor i86 iTahun 

i2017 itentang iperencanaan 

ipembangunan, ipengelolaan idan 

imekanisme iperencanaan 

ipembangunan idaerah idalam 

ijangka imenengah. iIni ijuga iini 

imerupakan ipenyempurnaan 

iPermendagri iNomor i54 iTahun 

i2010 imengamanatkan, 

iPerencanaan iPembangunan iDaerah 

iadalah isuatu iproses ipenyusunan 

itahapan-tahapan ikegiatan iyang 

imelibatkan iberbagai iunsur 

ipemangku ikepentingan idi 

idalamnya. iDemikian ijuga 

iberlandaskan iUndang-Undang 

iRepublik iIndonesia iNomor i23 

iTahun i2014, itentang iPemerintahan 

iDaerah iyang idiatur ipada iPasal i32 

i(Ayat i1 idan i2) idan i33 i(Ayat i1,2 

idan i3) imengenai 

ipembentukan/pemekaran idaerah 

idan ipembentukan idaerah ibaru, 

isebagai iusaha ipercepatan 

ipembangunan isesuai idengan 

iperencanaan ipembangunan idaerah. 

iSelanjutnya idiharapkan 

ipemanfaatan idan ipengalokasian 

isumber idaya iyang iada idalam 

irangka imeningkatkan ikesejahteraan 

isosial idalam isuatu ilingkungan 

iwilayah/daerah idalam ijangka 

iwaktu itertentu. iDemikian ipula, 

iPermendagri itersebut imenjelaskan 

itentang idokumen iperencanaan 

iyang iharus idisusun ioleh 

ipemerintah ipusat idan ipemerintah 

idaerah itermasuk ipenyusunan 

idokumen iRencana iPembangunan 

iJangka iMenengah i(RPJM) iuntuk 

ijangka iwaktu ilima itahun. 

Dalam isektor ipertanian, idaerah 

iini imempunyai iunggulan ireputasi 

isendiri isebagai ipenghasil iberas iyang 

isangat ipenting. imaka isecara 

ikeseluruhan iKabupaten iAceh iUtara 

imerupakan idaerah iTingkat iII iyang 

ipaling ipotensial idi iprovinsi idan 

ipendapatan iper ikapita idi iatas iparas 

iRp. i1,4 ijuta itanpa imigas iatau iRp. i6 

ijuta idengan imigas. iLadang igas idan 
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iminyak iditemukan idi iLhokseumawe, 

iibu ikota iAceh iUtara isekitar itahun 

i1970-an. iKemudian, iAceh ipun imulai 

ididatangi ipara iinvestor iluar inegeri 

iyang itertarik ipada isumber idaya 

ialamnya iyang imelimpah. iSejak isaat 

iitu, igas ialam icair iatau iLiquefied 

iNatural iGas i(LNG) iyang idiolah idi 

ikilang iPT iArun iNatural iGas 

iLiquefaction i(NGL) iCo, iyang iberasal 

idari iinstalasi iExxonMobil iOil 

iIndonesia iInc. i(EMOI) idi izona iindustri 

iLhokseumawe, itelah imengubah iwilayah 

iini imenjadi ikawasan iindustri 

ipetrokimia imodern. 

Kegiatan iekonomi iKabupaten 

iAceh iUtara ididominasi ioleh idua 

isektor, iyaitu isektor ipertambangan idan 

ipenggalian, iserta isektor iindustri 

ipengolahan. iPada isektor ipertambangan, 

isumur-sumur igas iyang idiolah iPT 

iExxon iMobil iOil iIndonesia itentu 

imenjadi isalah isatu ifaktur ikeunggulan 

isektor iini. iDengan ikontribusi iRp i8,6 

itriliun iPada iProduk iDomestik iRegional 

iBruto i(PDRB) itahun i2000, iia 

imenempati iperingkat ipertama idengan 

idisusul ioleh isektor iindustri isebesar iRp 

i4,7 itriliun.  

Pada iwilayah idataran irendah 

ilebih isering idilanda ibanjir iketika icurah 

ihujan itinggi idi iselatan, isalah isatu 

iwilayah iyang imenjadi idaerah 

ilangganan ibanjir ikiriman idari iselatan 

iadalah ikecamatan iLhoksukon, 

iMatangkuli, iPirak, iSamudera, iLapang, 

iTanah iLuas, iTanah iPasir idan iMeurah 

iMulia. iLuapan idari isungai iKeureutoe 

idan iSungai iPasee imenjadi imomok 

itahunan ibagi imasyarakat iAceh iUtara 

idi ikecamatan-kecamatan itersebut. 

iWilayah idataran irendah ididominasi 

ioleh ilahan ipertanian iberupa 

ipersawahan idan ipermukiman ipenduduk, 

idipesisir iterdiri idari itambak iperikanan 

iair iasin isementara idi iwilayah idataran 

itinggi ilahan iperkebunan iyang imulai 

idigarap isecara imeluas ioleh imasyarakat. 

iPotensi ipertanian idi iAceh iUtara imasih 

ibelum ibisa idiandalkan iguna 

imeningkatkan itaraf ihidup 

imasyarakatnya idikarenakan isistem 

ipengairan ipersawahan imasih 

imengandalkan iirigasi itradisional idan 

isebagiannya imalah imasih iberupa 

isawah itadah ihujan. 

Dibidang iperkebunan isendiri 

iAceh iUtara imemiliki iperkebunan 

ikelapa isawit, ikaret idan ikakao iyang 

idikelola ioleh iPT iPerkebunan iNusantara 

iI iyang imengelola ilahan iperkebunan 

ikelapa isawit ipada iareal iseluas i46.377 

iha, ikaret i11.918 iha idan ikakao iseluas 

i354 iha. iSelain ipenanaman ikomoditas 

ipada iareal isendiri i+ iinti, iPTPN iI ijuga 

imengelola iareal iPlasma imilik ipetani 

iseluas i16.832 iha iyang iterdiri idari 

iareal ikelapa isawit i6.714 idan ikaret 

i10.118 iha. iPada iawalnya iPTPN iI iini 

ijuga imengelola iperkebunan itebu iyang 

idiproduksi imenjadi igula idi ipabrik igula 

iCot iGirek, itetapi ipabrik itersebut itidak 

iberoperasi ilama ihingga ipada iakhirnya 

idikonversi imenjadi ipabrik ipengolahan 

ikelapa isawit. 

Adapun ibatas-batas iwilayah 

iterdiri idari i: i i 

• Sebelah iUtara idengan iSelat iMalaka 

idan iKota iLhokseumawe; i 

• Sebelah iTimur idengan iKabupaten 

iAceh iTimur, i 

• Sebelah iSelatan idengan iKabupaten 

iBener iMeriah, idan i 

• Sebelah iBarat idengan iKabupaten 

iBireuen. i i 

Kabupaten iAceh iUtara isekarang 

imenempati ibekas iwilayah iKerajaan 

iIslam iSamudera iPasai. iKesultanan 

iPasai imenurut ibeberapa ipendapat 

idisebutkan isebagai ikerajaan ipertama 

iyang imengadopsi isistem ipemerintahan 

iIslam idi iNusantara. iKesultanan iPasai 

imengalami ilebih ikurang i300 itahun 

imasa ijaya ihingga ikedatangan 

ipenjelajah idari iEropa iyang 

imenundukkan ikesultanan iitu ihingga 

ihampir itak ibersisa. i 

Sedikit isaja idari ijejak isejarah 

ikebesaran iKesultanan iPasai iyang imasih 

idijumpai isaat iini. iSitus isejarah 
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iKesultanan iSamudera iPasai iyang 

ipaling imenonjol iadalah ikompleks 

imakam iSultan iMalikussaleh idan 

iMakam iSultanah iNahrasiyah iyang 

iberlokasi idi ipesisir ikecamatan 

iSamudera isaat isekarang iini. iPada imasa 

ilalu isering ikali ipara iarkelog isejarah 

imenemukan iberbagai ibenda iberupa 

iberupa ikoin iuang iemas iyang 

iterpendam iberserakan idi itanah ipada 

ibekas ipertapakan iibu ikota iKesultanan 

iPasai imasa ilampau, itetapi ikini 

ipenemuan iini isudah ijarang iterjadi. i 

Seiring idengan iperkembangan 

idan ipertumbuhan iwilayah, ipertambahan 

ipenduduk idan isemangat iotonomi 

idaerah ipada itahun i1999 ipada ibekas 

ikewedanaan iBireun iditetapkan imenjadi 

iKabupaten iBireuen idan ipada itahun 

i2001 iKota iLhokseumawe imenyusul 

imenjadi ikotamadya iyang ibaru ilepas 

idari iKabupaten iAceh iUtara isekarang 

ipada i14 iMaret i2019 iyang ilalu imuncul 

iwacana ipemekaran ikota ibaru iyaitu 

iKota iPersiapan iPanton iLabu imenyusul 

ijuga imenjadi iKota iyang ibaru. i 

Adapun ipusat ipertumbuhan 

iekonomi iKabupaten iAceh iUtara i 

idibagian ibarat iterletak idi iKecamatan 

iDewantara iyang iberbatasan ilangsung 

idengan iKota iLhokseumawe. iSedangkan 

isebagai ipengganti iLhokseumawe 

i(sebelum imenjadi ikota iotonom 

iberstatus iibukota iKabupaten iAceh 

iUtara) iyaitu iLhoksukon, iterus 

imengalami ipertumbuhan isebagai ipusat 

ipemerintahan iKabupaten iAceh iUtara 

idan ipusat ipertumbuhan iekonomi idi 

ibagian itengah iwilayah iKabupaten iAceh 

iUtara. 

 

KESIMPULAN  

Kesimpulan  

        Tujuan pembentukan Kota Persiapan 

Pantai Labu pemekaran dari Kabupaten 

Aceh Utara belum terwujud dan masih 

dalam prosese perumusan. Perumusan 

pemekaran Kota Persiapan Pantai Labu 

telah dilakukan langkah langkah sesuai 

dengan prosedure pemekaran ssuai 

ketentuan yang berlaku tentang pemekaran 

dartah / wilayah. 

        Pemekaran Kota Persiapan Panton 

Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh 

Utara telah layak untuk di teruskan dalam 

mendapatkan pengesahan dari Pemerintah 

Pusay baik dilihat dari Aspek 

Administrasi, Fisik dan Teknis 

Kewilayahan.  

Saran  

      Pihak Pemerintah dapat segera 

mengevaluasi persyaratan yang telah di 

persiapkan oleh Panitia Pemekaran agar 

jika terdapat ketentuan yang belum 

terpenuhi dapat segera di lengkapi untuk 

terwujudnya Kota Persiapan Panton Labu 

sesuai dengan harapan masyarakta 

setempat.  

Tujuan pembentukan Kota Persiapan 

Pantai Labu pemekaran dari Kabupaten 

Aceh Utara belum terwujud dan masih 

dalam prosese perumusan. Perumusan 

pemekaran Kota Persiapan Pantai Labu 

telah dilakukan langkah langkah sesuai 

dengan prosedure pemekaran ssuai 

ketentuan yang berlaku tentang pemekaran 

dartah / wilayah. 

        Pemekaran Kota Persiapan Panton 

Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh 

Utara telah layak untuk di teruskan dalam 

mendapatkan pengesahan dari Pemerintah 

Pusay baik dilihat dari Aspek 

Administrasi, Fisik dan Teknis 

Kewilayahan. 

      Pihak Pemerintah dapat segera 

mengevaluasi persyaratan yang telah di 

persiapkan oleh Panitia Pemekaran agar 

jika terdapat ketentuan yang belum 

terpenuhi dapat segera di lengkapi untuk 

terwujudnya Kota Persiapan panton Labu 

sesuai dengan harapan masyarakta 

setempat.  
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